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BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Menimbang

Mengingat

TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

: bahwa untuk melaksanakanVketentuan Pasal 21 Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahumn, 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha digDaerah dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 6N\Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan di Daerah, ditetapkan bahwa pemerintah dapat
mendelegasikam ‘pe€raturan pelaksanaan norma, standar,
prosedur, dan“Khiteria kepada kepala daerah yang memuat
peraturan interfial bagi aparat pemerintah daerah dalam
melaksanakan perizinan berusaha di daerah yang dalam
pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan menetapkannya
dengan Peraturan Bupati;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5364);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
06617);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten PesigirNBarat Nomor 23 Tahun 2016
tentang Pembentuka usunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesisir embaran Daerah Kabupaten
Pesisir Barat Ta Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupate isir Barat Nomor 76);

7. Peraturan T Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13
Tahun 2(@7 tang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Barat Nomor 37);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024
Nomor 1 Register Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Barat, Provinsi Lampung Nomor 01/1488/PSB/2024);

9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir
Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pasisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2024 Nomor 501);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN

WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan Pemerintahan dan  kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintdh daerah dan DPRD menurut
asas otonomi danstuga$ pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luaSnya ‘dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik SIndonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undafg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah JDaerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya
memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pesisir Barat.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP
adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.

8. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan
dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada
badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih

o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

sepenuhnya kepada penerima Delegasi.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
adalah kegiatan Perizinan berusaha di Daerah yang proses
pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap
permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang
dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan Non
Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap
permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan
secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
Penyelenggara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah adalah Pejabat Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada
pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha
dan/atau kegiatannya.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat
PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu
kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai
dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu
pintu.

Unit PTSP adalah it melekat pada Perangkat
Daerah yang meny akan Urusan Pemerintahan di
bidang penanam .

Risiko adalah «e kinan untuk terjadinya cidera atau
kerugian da % bahaya atau kombinasi kemungkinan

dan akibat balaya.
Perizinan B saha Berbasis Risiko adalah Perizinan

Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat
OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan
oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri,
pimpinan lembaga, Bupati, kepada pelaku usaha melalui
sistem elektronik yang terintegrasi.

Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti
legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau
sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan
informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah
mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia
yang menghasilkan produk/output baik berupa barang
maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang usaha
yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi,
integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :

a.

memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga
kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non
Perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Non Perizinan termasuk penandatangan baik secara
elektronik terintegrasi maupun manual.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mendorong
kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian
pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non
Perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana,

terjangkau, professional serta@ntegritas.

(1)

(2)

(1)

III

PENDELEGASI NANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN B A BERBASIS RISIKO DAN NON
v PERIZINAN
> Pasal 4

Bupati mendelegasikan seluruh wewenang
penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan
Daerah kepada Kepala DPMPTSP.

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk
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(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

b. persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan

c. perizinan Berusaha  sektor dan  kemudahan
persyaratan investasi.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan

tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :

a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

b. persetujuan lingkungan; dan

c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak
fungsi.

Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor:

kelautan dan perikanan;

pertanian;

lingkungan hidup dan kehutanan;

perindustrian;

perdagangan;

pekerjaan umu erumahan rakyat;
transportasi %

kesehatar]&‘tﬁ\ an makanan;

pendidi kebudayaan;

pari 1s%an
kete‘rga(erjaan.
Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan
kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan
persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai
dengan  ketentuan = Peraturan  Perundang-undangan
mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar
Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha sektor dan
kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai
dengan  ketentuan = Peraturan  Perundang-undangan
mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Peraturan Perundang-undangan di bidang tata
ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

MM PR ™Mo a0 TR
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(1)

(2)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 6

Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan
Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
pelaksanaan pelayanan;

pengelolaan pengaduan masyarakat;

pengelolaan informasi;

penyuluhan kepada masyarakat;

pelayanan konsultasi; dan

pendampingan hukum.

Mo a0 TP

Pasal 7

Pelaksanaan pelayanan izinan Berusaha oleh Kepala
DPMPTSP sebagaima§ sud dalam Pasal 6 ayat (2)

huruf a sesuai denga entuan Peraturan Perundang-
undangan % penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Ber :& isiko.

Pelaksanaa yanan Perizinan Berusaha wajib
mengguriaka stem OSS yang dikelola oleh Pemerintah

Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi
dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut
usia dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan
jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem
pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan
norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan
Pemerintah Pusat.

Pasal 8

Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah
dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada
ayat dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau
yang disediakan oleh Kepala DPMPTSP.

Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat
dilaksanakan secara  mandiri, Kepala =~ DPMPTSP
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melakukan:
a. pelayanan berbantuan; dan
b. pelayanan bergerak.

(4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Kepala
DPMPTSP dan Pelaku Usaha.

(5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan
pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan
sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 9

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem
0SS :

a. belum tersedia; atau
b. terjadi gangguan teknis.

(2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berkoordinasi
dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.

(3) Dalam hal pelayanan istem OSS belum tersedia
ayat (1) huruf a pelayanan

sebagaimana dimaks

berbantuan dilakuk %zn tahapan :

(4) Pelaku Usaha % ngajukan permohonan Perizinan
Berusaha secasa luging kepada petugas DPMPTSP:

a. petugas P menghubungkan Perizinan luring
sebagaima imaksud dalam huruf a ke dalam Sistem
0SS pa;i&a) MPTSP terdekat; dan

b. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen
Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku
Usaha melalui sarana komunikasi.

(5) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan
berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak
dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

(6) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem
OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 10
Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Kepala
DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf
a tidak dipungut biaya.

Pasal 11

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana



https://jdih.pesisirbaratkab.go.id/

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan secara
cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak
dipungut biaya.

Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
menerima dan memberikan tanda terima;

memeriksa kelengkapan dokumen;

mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
menelaah dan menanggapi;

menatausahakan;

melaporkan hasil; dan

g. memantau dan mengevaluasi.

Durasi waktu pengelolaan pengaduan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan
kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah melalui
Sistem OSS.

m o R0 o

Pasal 12

DPMPTSP wajib men sarana pengaduan untuk
mengelola pengad &asyarakat terkait pelayanan
Perizinan Berus

Sarana penga x bagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mud iakses dan dijangkau oleh masyarakat
dengan meng@payakan penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi.

Pasal 13

Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah

diakses oleh masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), paling sedikit:

a. menerima permintaan layanan informasi; dan

b. menyediakan dan memberikan informasi terkait
layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 14

Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan
melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala DPMPTSP menyediakan dan memberikan
informasi antara lain:



https://jdih.pesisirbaratkab.go.id/

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

(3)
(4)

()

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;

b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
c. penilaian kinerja DPMPTSP;

Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui media elektronik dan media cetak;
Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat
tidak dipungut biaya;

Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:

a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan
masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha,;

b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;

c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan
Berusaha;

d. waktu dan tempat pelayanan; dan

e. tingkat risiko kegiatan usaha.

penyelenggaraan pen@n kepada masyarakat

dilakukan melalui:

a. media elektroni Y

b. media cetak; Q u

C. pertemua

Pelaksanaan han sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi

dengan pga at daerah teknis secara periodik.

Pasal 16

Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2) huruf e, paling sedikit:

a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;

b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan

c. pendampingan teknis.

Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau
daring.

Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Kepala DPMPTSP berkoordinasi dengan
Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 17

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan
hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan yang
melibatkan DPMPTSP.
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BAB V
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 18

(1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha kepada Bupati melalui Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. jumlah Perizinan yang diterbitkan;
b. rencana dan realisasi investasi; dan
c. kendala dan solusi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI

KETENTUAE PENUTUP
ol

Pada saat Peraturan B\ ni mulai berlaku Peraturan Bupati
Pesisir Barat No BVQ Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan u% di Bidang Pelayanan Perizinan dan
NonPerizinan @i gasikan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 369), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Bupati Pesisir
Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan didelegasikan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 500),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 9 Oktober 2025
BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

E DEDI IRAWAN
Diundangkan di Krui

pada tanggal 9 Oktobe
Pj.SEKRETARIS m
KABUPATEE BARAT,

ttd

TEDI ZADMIKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
NOMOR 574
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR KODE KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA

NO SEKTOR KBLI JENIS IZIN
PERIZINAN
1. Sektor 47215 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan
Kelautan 47245 | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
dan 47753 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/
Perikanan Ikan dan Hewan Piaraan

47815 | Perdagangan Eceran kaki lima dan Los Pasar
Komoditi Hasil Perikanan

47825 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Daging lahan dan Ikan Olahan

47828 | Perdagangan Eceran kali Lima dan Los Pasar
Pakan Ternak, n Unggas dan Pakan lkan

03221 | Pembesaran aM1 Tawar di Kolam

03224 Pembesar& n"Air Tawar di Sawah

03225 Budida;&s‘mas Air Tawar

03229 | BudidlayaNKan Air Tawar di Media Lainnya

03226 e an Ikan Air Tawar

10211 tri Penggaraman / Pengeringan Ikan

10212 | Industri Pengasapan / Pemanggangan Ikan

10213 | Industri Pembekuan Ikan

10214 | Industri Pemindangan Ikan

10215 | Industri Peragian / Fermentasi Ikan

10216 | Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi

10217 | Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan

10219 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya
untuk Ikan

10221 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan
Biota Air (Bukan Udang) dalam kaleng

10222 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang
dalam Kaleng

10291 | Industri Penggaraman / Pengeringan Biota Air
Lainnya

10292 | Industri Pengasapan / Pengeringan Biota Air
Lainnya

10293 | Industri Pembekuan Biota Lainnya

10294 | Industri Pemindangan Biota Air Lainnya

10295 | Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Linnya

10296 | Industri Berbasis Lumatan Biota Air Linnya
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10297 | Industri Industri / Pe-ngesan Biota Air Linnya
10298 | Industri Pengolahan Rumput Laut
10299 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya
untuk Biota Air Lainnya
10414 | Industri Minyak Ikan
10779 | Industri Produk Masak Lainnya
10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya
03213 | Budidaya Ikan Hias Air Laut
2. Sektor 01191 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak
Pertanian 01111 | Pertanian Jagung
01112 | Pertanian Gandum
01113 | Pertanian Keledai
01114 | Pertanian Kacang Tanah
01115 | Pertanian Kacang Hujau
01119 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang
01121 | Pertanian Padi Hibrida
01122 | Pertanian Padi Inbrida
01135 | Pertanian Aneka Umbi Palawija
01116 | Pertanian Aneka Kacang Hortikultura
01131 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun
01132 | Pertanian Hortikwyltura Buah
01133 | Pertanian Hort a Sayuran Buah
01134 | Pertanian ura Sayuran Umbi
01136 | Pertani: r
01139 Pertiniﬁ\\ortikultura Sayuran Lainnya
01193 | P ian, Tanaman Bunga
01210 Pe n Buah Anggur
01220 | Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis
01230 | Pertanian Buah Jeruk
01240 | Pertanian Buah Apel dan Buah (poma and stone
fruit)
01253 | Pertanian Sayuran Tahunan
01259 | Pertanian Buah Semak Lainnya
01283 | Pertanian Cabai
01285 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka
Rimpang
01286 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non
Rimpang
01301 | Pertanian Tanaman Hias
01118 | Pertanian Biji-bijian penghasilan bukan minyak
makan
01140 | Perkebunan Tebu
01150 | Perkebunan Tembakau
01191 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak
01199 | Pertanian Tanaman Semusim Lainnya ytdl
01220 | Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis
01252 | Pertanian Buah biji Kacang-kacangan
01261 | Perkebunan Buah Kelapa
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01262 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit

01270 | Pertanian Tanaman untuk bahan minuman

01281 | Perkebunan Lada

01282 | Perkebunan Cengkeh

01284 | Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar

01285 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka
Rimpang

01286 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non
Rimpang

01289 | Pertanian Tanaman Rempah-rempahan,
Aromatik /Penyegar, dan Obat Lainnya

01291 | Perkebunan karet dan Tanaman Penghasilan
Getah Lainnya

01299 | Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan
Lainnya

10421 | Industri Kopra

10422 | Industri Minyak Mentah Kelapa

12091 | Industri Pengeringan dan Pengelolaan Tembakau

01630 | Jasa Pasca Panen

01731 | Industri kakao

10772 | Industri Bumbu gnasak dan Penyedap Masakan

10423 | Industri Minya eng Kelapa

10761 | Industri Pen Kopi

10722 | Industri Vlerah

20294 Indu§tmyak Atsiri

01117 | Pexta L Biji-bijian Penghasilan Minyak Ikan

01137 Pe ian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis

n Tebu

01160 | Pertanian Tanaman Berserat

01269 | Perkebunan buah oleaginous lainnya

01420 | Peternakan kuda da sejenisnya

01441 | Pembibitan dan budidaya domba potong

01442 | Pembibitan dan budidaya kambing potong

01443 | Pembibitan dan budidaya kambing perah

01444 | Pembibitan dan budidaya domba perah

01445 | Produksi bulu domba mentah/raw wool

01464 | Pudidaya ayam lokal dan persilangannya

01465 | Pembibitan dan budidaya itik dan/atau bebek

01466 | Pembibitan dan budidaya burung puyuh

01467 | Pembibitan dan budidaya burung merpati

01494 | Pembibitan dan budidaya rusa

01495 | Pembibitan dan budidaya kelinci

01629 | Jasa penunjang peternakan lainnya

10802 | Industri konsentrat makanan hewan

01191 | Pertanian tanaman pakan ternak

01192 | Perbenihan tanaman pakan ternak dan
pembibitan bit (bukan bit gula) 9

01111 | Pertanian jagung
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01113

Pertanian kedelai

01114

Pertanian kacang tanah

01115

Pertanian kacang hijau

01119

Pertanian serealia lainnya, aneka kacang dan
biji-bijian penghasil minyak lainnya

01121

Pertanian padi hibrida

01122

Pertanian padi inbrida

01135

Pertanian aneka umbi palawija

Ol1l16

Pertanian aneka kacang hortikultura

01131

Pertanian hartikultura sayuran daun

01132

Pertanian hortikultura buah

01133

Pertanian hortikultura sayuran buah

01134

Pertanian hortikultura sayuran umbi

01136

Pertanian jamur

01139

Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi
lainnya

01193

Pertanian tanaman bunga

01194

Pembibitan tanaman bunga

01210

Pertanian buah anggur

01220

Pertanian buah-buahan tropis dan subtropis

01230 | Pertanian buah jeruk

01240 | Pertanian bua dan buah batu (pome and
stone fruit)

01251 | Pertani berl

01253 Pert%nl yuran tahunan

01199 , tanaman semusim lainnya ytdl

01259 |gPe n buah semak lainnya

01283 | Pertanian cabai

01285

Pertanian tanaman obat atau biofarmaka
rimpang

01286

Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non
rimpang

01301

Pertanian tanaman hias

01302

Pertanian pengembang biakan tanaman

01420

Peternakan kuda dan sejenisnya

01441

Pembibitan dan budidaya domba potong

01442

Pembibitan dan budidaya kambing potong

01461

Budidaya ayam ras pedaging

01462

Budidaya ayam ras petelur

01463

Pembibitan ayam lokal dan persilangannya

01464

Pudidaya ayam lokal dan persilangannya

01465

Pembibitan dan budidaya itik dan/atau bebek

01466

Pembibitan dan budidaya burung puyuh

01468

Pembibitan ayam ras

01469

Pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya

01493

Pembibitan dan budidaya lebah

01494

Pembibitan dan budidaya rusa

01495

Pembibitan dan budidaya kelinci
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01499

Pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya

47727

Perdagangan eceran obat tradisional untuk
hewan

47728 | Perdagangan eceran kosmetik untuk hewan
75000 | Aktivitas kesehatan hewan
01111 | Pertanian jagung

01113

Pertanian kedelai

01114

Pertanian kacang tanah

01115

Pertanian kacang hijau

01119

Pertanian serealia lainnya, aneka kacang dan
biji-bijian penghasil minyak lainnya

47726

Perdagangan eceran barang dan obat farmasi
untuk hewan di apotik dan bukan di apotik

3 Sektor 37011 | Pengumpulan air limbah tidak berbahaya
Lingkungan 37012 | Pengumpulan air limbah berbahaya
Hidup dan 37021 | Treatment dan pembuangan air limbah tidak
Kehutanan berbahaya
02209 | Usaha kehutanan lainnya
38220 | Treatment dan pembuangan limbah berbahaya
37022 | Treatment dan pembuangan air limbah
berbahaya N
4 Sektor 10211 | Industri pengg n/pengeringan ikan
Perindustrian | 10212 | Industri pen n/pemanggangan ikan
10214 | IIndustri Kdangan ikan
10215 Indu‘st&g agian/fermentasi ikan

10291

10292

I u%ﬁenggaraman /pengeringan biota air
i
tr

i pengasapan/pemanggangan biota air
lainnya

10294

Industri pemindangan biota air lainnya

10295

Industri peragian/fermentasi biota air lainnya

10298 | Industri pengolahan rumput laut
10311 | Industri pengasinan buah-buahan dan sayuran
10312 | Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran

10313

Industri  pengeringan  buah-buahan  dan
sayuran

10314

Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran

10320

Industri pengolahan dan pengawetan buah-
buahan dan sayuran dalam kaleng

10330

Industri pengolahan sari buah dan sayuran

10391

Industri tempe kedelai

10392

Industri tahu kedelai

10393

Industri pengolahan dan pengawetan kedelai
dan kacang- kacangan lainnya selain tahu dan
tempe

10399

Industri pengolahan dan pengawetan lainnya
buah-buahan dan sayuran

10421

Industri kopra
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10422

Industri minyak mentah kelapa

10423

Industri minyak goreng kelapa

10424

Industri pelet kelapa

10435

Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni
kelapa sawit

10436

Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni
inti kelapa sawit

10490

Industri minyak mentah dan lemak nabati dan
hewani lainnya

10490

Industri minyak mentah dan lemak nabati dan
hewani lainnya

10531

Industri pengolahan es krim

10532

Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat
dimakan (bukan es batu dan es balok)

10611

Industri penggilingan gandum dan serelia
lainnya

10612

Industri penggilingan aneka kacang (termasuk
leguminous)

10613

Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran
(termasuk rhizoma)

10614

Industri tepung campuran dan adonan tepung

10615

Industri makaQQereal

10621 | Industri pat i kayu

10622 Industr ai macam pati palma

10629 Indust an produk pati lainnya

10631 | Indu nggﬂmgan padi dan penyosohan
10632 @1 penggilingan dan pembersihan jagung
10633 | Industri tepung beras dan tepung jagung

10634

Industri pati beras dan jagung

10710

Industri produk roti dan kue

10722

Industri gula merah

10729

Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop

10733

Industri manisan buah-buahan dan sayuran
kering

10734

Industri kembang gula

10739

Industri kembang gula lainnya

10761

Industri pengolahan kopi

10762

Industri pengolahan herbal (herb infusion)

10763

Industri pengolahan teh

10772

Industri bumbu masak dan penyedap masakan

10774

Industri pengolahan garam

10779

Industri produk masak lainnya

10792

Industri kue basah

10793

industri makanan dari kedele dan kacang-
kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu

10794

Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya

10795

Industri krimer nabati
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10796

Industri dodol

10799

Industri produk makanan lainnya

10801

Industri ransum makanan hewan

10802

Industri konsentrat makanan hewan

11040

Industri minuman ringan

11090

Industri minuman lainnya

13123

Industri bulu tiruan tenunan

13134

Industri batik

13924

Industri barang jadi rajutan dan sulaman

13926

Industri karung bukan goni

13941

Industri tali

13942

Industri barang dari tali

13995

Industri kapuk

13996

Industri kain tulle dan kain jaring

15123

Industri barang dari kulit dan kulit komposisi
untuk keperluan hewan

15129

Industri barang dari kulit dan kulit komposisi
untuk keperluan lainnya

16101

Industri penggergajian kayu

16102

Industri pengawetan kayu

16103

Industri pengawetan rotan, bambu dan
sejenisnya

16104

Industri pen n rotan

16211

13995

Industri*%{apis
Indu&t u

13996

i kain tulle dan kain jaring

15123

i barang dari kulit dan kulit komposisi
n keperluan hewan

16212

Industri kayu lapis laminasi, termasuk
decorative plywood

16213

Industri panel kayu lainnya

16214

Industri veneer

16221

Industri barang bangunan dari kayu

16222

Industri bangunan prafabrikasi dari kayu

16212

Industri kayu lapis laminasi, termasuk
decorative plywood

16213

Industri panel kayu lainnya

16214

Industri veneer

16230

Industri wadah dari kayu

16291

Industri barang anyaman dari rotan dan bambu

16292

Industri barang anyaman dari tanaman bukan
rotan dan bambu

16293

Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan
mebeller

16294

Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu

16295

Industri kayu bakar dan pelet kayu

18111

Industri pencetakan umum

18120

Kegiatan jasa penunjang pencetakan
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18201

Reproduksi media rekaman suara dan piranti
lunak

18202

Reproduksi media rekaman film dan video

19292

Industri briket batu bara

20115

Industri kimia dasar organik yang bersumber
dari hasil pertanian

20116

Industri kimia dasar organik untuk bahan baku
zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen

20117

Industri kimia dasar organik yang bersumber
dari minyak bumi, gas alam dan batu bara

20118

Industri kimia dasar organik yang
menghasilkan bahan kimia khusus

20119

Industri kimia dasar organik lainnya

20121

Industri pupuk alam/non sintetis hara makro
primer

20231

Industri sabun dan bahan pembersih keperluan
rumah tangga

20232

Industri kosmetik untuk manusia, termasuk
pasta gigi

20294

Industri minyak atsiri

21012

Industri produk farmasi untuk manusia

21021

Industri bah ku obat tradisional untuk

21022

manusia
i obat tradisional untuk manusia

22121

22122

22123

22191

tri barang dari karet untuk keperluan
ah tangga

22192

Industri barang dari karet untuk keperluan
industri

22199

Industri barang dari karet lainnya ytdl

22220

Industri barang dari plastik untuk pengemasan

23123

Industri kemasan dari kaca

23129

Industrytdi barang lainnya dari kaca

23921

Industri batu bata dari tanah liat/keramik

23922

Industri genteng dari tanah liat/keramik

23923

Industri peralatan saniter dari porselen

23929

Industri bahan  bangunan dari tanah
liat/ keramik bukan batu bata dan genteng

23931

Industri perlengkapan rumah tangga dari
porselen

23942

Industri perlengkapan rumah tangga dari
porselen

23943

Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah
liat/keramik

23951

Industri barang dari semen

23952

Industri barang dari kapur
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23953

Industri barang dari semen dan kapur untuk
konstruksi

23954

Industri barang dari gips untuk konstruksi

23959

Industri barang dari semen, kapur, gips dan
asbes lainnya

23962

Industri barang dari marmer dan granit untuk
keperluan bahan bangunan

23963

Industri barang dari batu untuk keperluan
rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan

23969

Industri barang dari marmer, granit dan batu
lainnya

23990

Industri barang galian bukan logam lainnya

ytdl

24202

Industri pembuatan logam dasar bukan besi

24204

Industri ekstrusi logam bukan besi

24205

Industri pipa dan sambungan pipa dari logam
bukan besi dan baja

24310

Industri pengecoran besi dan baja

24320

Industri pengecoran logam bukan besi dan baja

25111

Industri barang dari logam bukan aluminium
siap pasang untyk bangunan

25112

Industri bara ri logam aluminium siap
pasang unt a nan

25119

Industri dari logam siap pasang untuk
konstriaksi nya

25120

In uwvngki, tandon air dan wadah dari

25130

tri generator uap, bukan ketel pemanas

25910

Industri penempaan, pengepresan, pencetakan
dan pembentukan logam; metalurgi bubuk

25931

Industri alat potong dan perkakas tangan
untuk pertanian

25932

Industri alat potong dan perkakas tangan
pertukangan

25933

Industri alat potong dan perkakas tangan yang
digunakan dalam rumah tangga

25934

Industri peralatan umum

25940

Industri ember, kaleng, drum dan wadah
sejenis dari logam

25951

Industri barang dari kawat

25952

Industri paku, mur dan baut

25991

Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya

25992

Industri peralatan dapur dan peralatan meja
dari logam

25993

Industri keperluan rumah tangga dari logam
bukan peralatan dapur dan peralatan meja

25999

Industri barang logam lainnya ytdl

26120

Industri semi konduktor dan komponen
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elektronik lainnya

23123

Industri kemasan dari kaca

23129

Industri barang lainnya dari kaca

26210

Industri komputer dan/atau perakitan
komputer

26391

Industri kartu cerdas (smart card)

26399

Industri peralatan komunikasi lainnya

26410

Industri televisi dan/atau perakitan televisi

26490

Industri peralatan audio dan video elektronik
lainnya

26513

Industri alat ukur dan alat uji elektronik

26514

Industri alat uji dalam proses industri

26602

Industri peralatan elektromedikal dan
elektroterapi

26800

Industri media magnetik dan media optik

27202

Industri akumulator listrik

27330

Industri akumulator listrik

27409

Industri peralatan penerangan lainnya

27530

Industri peralatan pemanas dan masak bukan
listrik rumah tangga

28113 | Industri kompogen dan suku cadang mesin
dan turbin

28120 | Industri per tenaga zat cair dan gas

28130 | Industri Ka lainnya, kompresor, kran dan

28140

klep(k&
Industri Sbearing, roda gigi dan elemen
k mesin

28151

tri oven, perapian dan tungku pembakar
sejenis yang tidak menggunakan arus listrik

28171

Industri mesin kantor dan akuntansi manual

28179

Industri mesin dan peralatan kantor lainnya

28180

Industri perkakas tangan yang digerakkan
tenaga

28192

Industri mesin timbangan

28193

Industri mesin pendingin

28210

Industri mesin pertanian dan kehutanan

28221

Industri mesin dan perkakas mesin untuk
pengerjaan logam

28222

Industri mesin dan perkakas mesin untuk
pengerjaan kayu

28223

Industri mesin dan perkakas mesin untuk
pengerjaan bahan bukan logam dan kayu

28230

Industri mesin metalurgi

28240

Industri mesin penambangan, penggalian dan
konstruksi

28250

Industri mesin pengolahan makanan,
minuman dan tembakau

28261

Industri kabinet mesin jahit
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28262

Industri mesin jahit serta mesin cuci dan mesin
pengering untuk keperluan niaga

28265

Industri mesin penyiapan dan pembuatan
produk kulit

28291

Industri mesin percetakan

28299

Industri mesin keperluan khusus lainnya

30113

Industri peralatan, perlengkapan dan bagian
kapal

30922

Industri perlengkapan sepeda dan kursi roda
termasuk becak

30990

Industri alat angkutan lainnya ytdl

31001

Industri furnitur dari kayu

31002

Industri furnitur dari rotan dan atau bambu

31003

Industri furnitur dari plastik

31004

Industri furnitur dari logam

31009 | Industri furnitur lainnya

32201 | Industri alat musik tradisional

32903 | Industri kerajinan ytdl

33121 | Reparasi mesin untuk keperluan umum

33122 | Reparasi mesin untuk keperluan khusus

33131 | Reparasi alat wkur, alat uji dan peralatan
navigasi dan p trol

33132 | Reparasi pe iradiasi, elektromedis dan
elektrot i

33141 | Reparasi otor listrik, generator dan
trans tor

33142 e 1 baterai dan akumulator listrik

33159 asi alat angkutan lainnya, bukan

kendaraan bermotor

33190

Reparasi peralatan lainnya

33200

Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan
industri

35302

Produksi es

38212

Produksi kompos sampah organik

38302

Pemulihan material barang bukan logam

58200

Penerbitan piranti lunak (software)

59111

Aktivitas produksi film, video dan program
televisi oleh pemerintah

59112

Aktivitas produksi film, video dan program
televisi oleh swasta

59121

Aktivitas pascaproduksi film, video dan program
televisi oleh pemerintah

59122

Aktivitas pascaproduksi film, video dan program

61929

Jasa multimedia lainnya

62011

Aktivitas pengembangan video game

62012

Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan
melalui internet (e-commerce)

62019

Aktivitas pemrograman komputer lainnya
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62024

Aktivitas konsultasi dan perancangan Internet
of Things (IoT)

62090

Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer
lainnya

63111

Aktivitas pengolahan data

63121

Portal web dan/atau platform digital tanpa
tujuan komersial

63122

Portal web dan/atau platform digital dengan
tujuan komersial

72102

Penelitian dan pengembangan teknologi dan
rekayasa

72109

Penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan alam dan teknologi rekayasa
lainnya

95110

Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya

95120

Reparasi peralatan komunikasi

95210

Reparasi alat-alat elektronik konsumen

95220

Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan
rumah dan kebun

95230 | Reparasi alas kaki dan barang dari kulit

95240 | Reparasi furnitug dan perlengkapan rumah

95299 | Reparasi bar mah tangga dan pribadi
lainnya

10130 | Industriep %&ﬁwan dan pengawetan produk
dagipg&ing unggas

10213 | Industri pembekuan ikan

10216 erbasis daging lumatan dan surimi

10217 tri pendinginan/pengesan ikan

10219 | Industri pengolahan dan pengawetan lainnya

untuk ikan

10293

Industri pembekuan biota air lainnya

10296

Industri berbasis lumatan biota air lainnya

10297

Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya

10299

Industri pengolahan dan pengawetan lainnya
untuk biota air lainnya

10413

Industri minyak mentah dan lemak hewani
selain ikan

10414

Industri minyak ikan

10415

Industri minyak goreng bukan minyak kelapa
dan minyak kelapa sawit

10431

Industri minyak mentah kelapa sawit (crude
palm oil)

10432

Industri minyak mentah inti kelapa sawit (crude
palm kernel oil)

10434

Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit
dan minyak mentah inti kelapa sawit

10590

Industri pengolahan produk dari susu lainnya

10636

Industri minyak dari jagung dan beras
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10732

Industri makanan dari cokelat dan kembang
gula dari coklat

10740

Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya

10750

Industri makanan dan masakan olahan

10771

Industri kecap

10773

Industri produk masak dari kelapa

13111

Industri persiapan serat tekstil

13112

Industri pemintalan benang

13911

Industri kain rajutan

13912

Industri kain sulaman

13913

Industri bulu tiruan rajutan

13921

Industri barang jadi tekstil untuk keperluan
rumah tangga

13922

Industri barang jadi tekstil sulaman

13923

Industri bantal dan sejenisnya

13925

Industri karung goni

13929

Industri barang jadi tekstil lainnya

13930

Industri karpet dan permadani

14302

Industri pakaian jadi sulaman/bordir

14303

Industri rajutan kaos kaki dan sejenisnya

15201

Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari

15202

Industri sepatMaga

15203

Industri _se 1% teknik lapangan/keperluan

15209

industyi%
Indu‘stm aki lainnya

16105

I stii partikel kayu dan sejenisnya

16215

i kayu laminasi

16299

1stri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya

ytdl

17012

Industri kertas budaya

17019

Industri kertas lainnya

17021

Industri kertas dan papan kertas bergelombang

17022

Industri kemasan dan kotak dari kertas dan
karton

17091

Industri kertas tissue

17099

Industri barang dari kertas dan papan kertas
lainnya

18113

Industri pencetakan 3d printing

19213

Industri pengolahan kembali minyak pelumas
bekas

19291

Industri produk dari hasil kilang minyak bumi

20111

Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali

20112

Industri kimia dasar anorganik gas industri

20113

Industri kimia dasar anorganik pigmen

20114

Industri kimia dasar anorganik lainnya

20122

Industri pupuk buatan tunggal hara makro
primer

20123

Industri pupuk buatan majemuk hara makro
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primer

20124

Industri pupuk buatan campuran hara makro
primer

20125

Industri pupuk hara makro sekunder

20126

Industri pupuk hara mikro

20127

Industri pupuk pelengkap

20128

Industri media tanam

20129

Industri pupuk lainnya

20131

Industri damar buatan (resin sintetis) dan
bahan baku plastik

20211

Industri bahan baku pemberantas hama
(bahan aktif)

20212

Industri pemberantas hama (formulasi)

20213

Industri zat pengatur tumbuh

20214

Industri bahan amelioran (pembenah tanah)

20221

Industri cat dan tinta cetak

20222

Industri pernis (termasuk mastik)

20223

Industri lak

20233

Industri kosmetik untuk hewan

20234

Industri perekat gigi

20291

Industri perekat/lem

20293

Industri tinta e,

20295

20296

20299

Industri kor
Industrim atsiri rantai tengah

Indllé,tw(ang kimia lainnya ytdl

21013

I stri produk farmasi untuk hewan

21023

i produk obat tradisional untuk hewan

22193

istri barang dari karet untuk keperluan
infrastruktur

22194

Industri barang dari karet untuk kesehatan

23124

Industri alat laboratorium klinis dari kaca

23911

Industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya
yang tahan api

23919

Industri barang tahan api dari tanah
liat/keramik lainnya

23932

Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah
liat/ keramik

23933

Industri alat laboratorium dan alat
listrik /teknik dari porselen

23939

Industri barang tanah liat/keramik dan
porselen lainnya bukan bahan bangunan

23957

Industri mortar atau beton siap pakai

23961

Industri barang dari marmer dan granit untuk
keperluan rumah tangga dan pajangan

24202

Industri pembuatan logam dasar bukan besi

24203

Industri penggilingan logam bukan besi

24205

Industri pipa dan sambungan pipa dari logam
bukan besi dan baja
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24310

Industri pengecoran besi dan baja

25920

Jasa Industri untuk berbagai Pengerjaan
Khusus Logam dan Barang dari Logam

25994

Industri Pembuatan Profil

28250

Industri mesin Pengolahan Makanan, Minuman
dan Tembakau

14120

Penjahitan dan Pembuatan Pakaian sesuai
Pesanan

14131

Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil

15111

Industri Pengawetan Kulit

15112

Industri Penyamakan Kulit

15113

Industri Pencelupan Kulit Bulu

15121

Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan
untuk Keperluan Pribadi

15122

Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan
untuk Keperluan Tehnik/ Industri

17011

Industri Bubur Kertas (Pulp)

62029

Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen
Fasilitas Komputer lainnya

10411 | Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
10412 | Industri Margari

10437 | Industri Miny eng Kelapa Sawit
10616 | Industri Tep rigu

10623 | Industri a dan sejenisnya

10635 | Indust nis dari Beras dan Jagung
10731 | Industri Kakao

10791 4n Makanan Bayi

11032 tri Malt

11051 | Industri Air Kemasan

12011 | Industri Sigaret Kretek Tangan

12012 | Industri Rokok Putih

12013 | Industri Sigaret Kretek Mesin

12019 | Industri Rokok lainnya

12099 | Industri Bumbu Rokok serta Kelengkapan

Rokok lainnya

13113

Industri Pemintalan Benang Jahit

13991

Industri kain pita

13992

Industri yang menghasilkan kain keperluan
industri

24201

Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia

27320

Industri Kabel Listrik dan Elektronik lainnya

41013

Konstruksi Gedung Industri

68130

Kawasan Industri

71201

Jasa Sertifikasi

71202

Jasa Pengujian Laboratorium

71203

Jasa Inspeksi Periodik

71204

Jasa Inspeksi Teknik Instalasi

71205

Jasa Kalibrasi/ Metrologi
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71206

Jasa Commissioning Proses Industrial Quality
Assurance (QA) dan Quality Control (QC)

5 Sektor
Perdagangan

47999

Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki
Lima dan Los Pasar Lainnya ytdl

63122

Portal Web dan/ atau Platform Digital dengan
tujuan komersial

45103

Perdaganagan Eceran Mobil Baru

45104

Perdagangan Eceran Mobil Bekas

45202

Pencucian dan Salon Mobil

45302

Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori
Mobil

45403

Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru

45404

Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas

45406

Perdagangan Suku Cadang Sepeda Motor dan
Aksesorinya

46100

Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee)
atau Kontrak

46201

Pedagangan Besar Padi dan Palawijaya

46202

Perdagangan Besar Buah yang Mengandung
Minyak

46203

Perdagangan Be@r Bunga dan Tanaman Hias

46204

Perdagangan Tembakau Rajangan

46205 | Perdaganga sar Binatang Hidup

46208 | Perdag Xesar Kulit dan Kulit Jangat

46209 Perdagﬁ%esar Hasil Pertanian dan Hewan
Hidup\Laihnya

46311 e gan Besar Beras

46312 gangan Besar Buah-buahan

46313 | Perdagangan Besar Sayuran

46314

Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao

46315

Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati

46319

Perdagangan Besar Bahan Makanan dan
Minuman Hasil Pertanian Lainnya

46321

Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging
Sapi Olahan

46322

Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging
Ayam Olahan

46323

Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan
Lainnya

46325

Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan
Telur

46326

Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu

46327

Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati

46331

Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang
Gula

46332

Perdagangan Besar Produk Roti

46334

Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol
Bukan Susu
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46335

Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau

46339

Perdagangan Besar Makanan dan Minuman
Lainnya

46411

Perdagangan Besar Tekstil

46412

Perdagangan Besar Pakaian

46413

Perdagangan Besar Ala Kaki

46414

Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil

46419

Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas
Kaki Lainnya

46421

Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar

46422

Perdagangan Besar Barang Percetakan dan
Penerbitan dalam Berbagai Bentuk

46430

Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang
Optik

46491

Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan
Rumah Tangga

46492

Perdagangan Besar Alat Olahraga

46493

Perdagangan Besar Alat Musik

46494

Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam

46495

Perdagangan Alat Permainan dan Mainan Anak-
anak N

46499

Perdagangan %r Berbagai Barang dan
Perlengkapa ah Tangga Lainnya

46511

Perdag Kesar Komputer dan Perlengkapan
Lainp}\

46512

ngan Besar Piranti Lunak

46521

gan Besar Suku Cadang Elektronik

46522

gangan Besar Disket, Flash Drive, Pita
Audio dan Video, CD dan DVD Kosong

46523

Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi

46530

Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan
Perlengkapan Pertanian

46591

Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri
Pengolahan, Suku Cadang dan
Perlengkapannya

46592

Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut,
Suku Cadang dan Perlengkapannya

46593

Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat
(Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya),
Suku Cadang dan Perlengkapannya

46594

Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara,
Suku Cadang dan Perlengkapannya

46599

Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan
Perlengkapan Lainnya

46631

Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan
Konstruksi

46632

Perdagangan Besar Kaca

46633

Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin,
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dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen
atau Kaca

46634

Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan
Batu

46635

Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari
Porselen

46636

Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu

46637

Perdagangan Besar Cat

46638

Perdagangan Besar Berbagai Macam Material
Bangunan

46639

Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya

46651

Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia

46693

Perdagangan Besar Barang Karet dan Plastik
dalam Bentuk Dasar

46694

Perdagangan Besar Kertas dan Karton

46695

Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan
Karton

46696

Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa
Tak Terpakai (Scrap)

46699

Perdagangan Besar Produk Lainnya ytdl

46900

Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang

47112

Perdagangan Berbagai Macam Barang
yang Uta Makanan, Minuman atau
Temba an di Minimarket/ Supermarket/

HyperingHiet (Tradisional)

47192

Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang

a tamanya Makanan, Minuman atau
% akau (Barang-barang Kelontong) Bukan di
T

erba (Departemen Store)

47211

Perdagangan Eceran Padi dan Palawija

47212

Perdagangan Eceran Buah-buahan

47213

Perdagangan Eceran Sayuran

47214

Perdagangan Eceran Hasil Peternakan

47219

Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya

47222

Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol

47230

Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di
Toko

47241

Perdagangan Eceran Beras

47242

Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue
Basah dan Sejenisnya

47243

Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula
Merah

47244

Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan
Oncom

47245

Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan

47249

Perdagangan Eceran Makanan Lainnya

47411

Perdagangan Eceran Komputer dan
Perlengkapannya
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47412

Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan
Sejenisnya

47413

Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)

47414

Perdagangan Eceran Alat Komunikasi

47415

Perdagangan Eceran Mesin Kantor

47420

Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio
dan Video di Toko

47511

Perdagangan Eceran Tekstil

47512

Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah
Tangga dari Tekstil

47513

Perdagangan Eceran  Perlengkapan  Jahit
Menjahit

47521

Perdagangan Eceran Barang Logam untuk
Bahan Konstruksi

47522

Perdagangan Eceran Kaca

47523

Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin,
dan sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen
atau Kaca

47524

Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir, dan
Batu

47525

Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari
Porselen &

47526

Perdaganga Nran Bahan Konstruksi dari
Kayu

47527

Perdgg& ceran Cat, Pernis dan Lak

47528

Pe d&?a‘n Eceran berbagai Macam Material
a n

47529

gangan Eceran Bahan dan Barang
Konstruksi Lainnya

47530

Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani
dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko

47591

Perdagangan Eceran Furnitur

47592

Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah
Tangga dan Peralatan Penerangan dan
Perlengkapannya

47593

Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan
Perlengkapan Dapur dari Plastik

47594

Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan
Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat

47595

Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan
Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau
Rotan

47596

Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan
Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik, Batu,
Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan

47597

Perdagangan Eceran Alat Musik

47599

Perdagangan Eceran Peralatan dan
Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya ytdl

47611

Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan
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Gambar

47612

Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan
Penerbitan

47620

Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik
dan Video di Toko

47630

Perdagangan Eceran Khusus Peralatan
Olahraga di Toko

47640

Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan
dan Mainan Anak-anak di Toko

47650

Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan
Barang dari Kertas/ Karton

47711

Perdagangan Eceran Pakaian

47712

Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas
Kaki Lainnya

47713

Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian

47714

Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper,
Ransel dan Sejenisnya

47731

Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan
Perlengkapannya

47732 | Perdagangan Eceran Alat Optik dan
Perlengkapannya

47733 | Perdagangan Kaca Mata

47734 | Perdaganga ésan Jam

47735 | Perdag ceran Barang Perhiasan

47736 Perdag\ n Eceran Perlengkapan Pengendara
K aah Bermotor

47737 | Pe ahgan Eceran Pembungkus dari Plastik

47739 gangan Eceran Khusus Barang Baru

Lainnya ytdl

47741

Perdagangan Eceran Barang Bekas
Perlengkapan Rumah Tangga

47742

Perdagangan Eceran Pakaian, Alas kaki dan
Perlengkapan Pakaian Bekas

47743

Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan
Pribadi Bekas

47744

Perdagangan Eceran Barang Listrik dan
Elektronik Bekas

47745

Perdagangan Eceran Barang Konstruksi dan
Sanitasi Bekas

47746

Perdagangan Eceran Barang Antik

47749

Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya

47752

Perdagangan Eceran Hewan Ternak

47754

Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas/
Ikan dan Hewan Piaraan

47761

Perdagangan Eceran Bunga Potong/ Florist

47762

Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit
Tanaman

47763

Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas
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Hama

47764

Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media
Tanaman Hias

47781

Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari
Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan
sejenisnya

47782

Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari
Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan
Binatang/ Hewan yang diawetkan

47783

Perdagangan Eceran Barang dari Kerajinan dari
Logam

47784

Perdagangan Eceran Barang dan Kerajinan dari
Keramik

47785

Perdagangan Eceran Lukisan

47789

Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan
Lukisan Lainnya

47791

Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan
Perlengkapannya

47792

Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan
Perlengkapannya

47793

Perdagangan Eceran Mesin Jahit lainnya dan
Perlengkapan

47796

Perdaganga &m Alat-alat Pertanian

47797

Perdaga, ceran Alat-alat Pertukangan

47811

Perdagx Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Komoditi Radi dan Palawija

47812

e ahgan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
diti Buah-buahan

47813

Pefdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Komoditi Sayur-sayuran

47814

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Komoditi Hasil Peternakan

47816

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Komoditi Kehutanan dan Perburuan

47819

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian
Lainnya

47821

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Beras

47822

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Roti, Kue Kering, Kue Basah, dan sejenisnya

47823

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan sejenisnya

47824

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom

47826

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Minuman

47827

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Rokok dan Tembakau
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47829 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Komoditi Makanan dan Minuman ytdl

47831 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Tekstil

47832 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Pakaian

47833 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya

47834 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Pelengkap Pakaian dan Benang

47841 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Bahan Kimia

47845 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Pupuk dan Pemberantas Hama

47846 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri)

47849 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat
Laboraturium Ybdi Ytdl

47851 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Kaca Mata N

47852 | Perdagangan ﬁ?ﬁ Kaki Lima dan Los Pasar
Barang Per a

47853 | Perdaga r%ran Kaki Lima dan Los Pasar
Jam N

47854 Perd&r}a‘n Eceran Kaki Lima dan Los Pasar

a pet, Koper, Ransel dan Sejenisnya

47855 gangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Peflengkapan Pengendara Sepeda Motor

47859 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Barang Keperluan Pribadi Lainnya

47861 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Elektronik

47862 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los
Perlengkapan Listrik

47863 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur
dari Plastik/ Melamin

47864 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur
dari Batu atau Tanah Liat

47865 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur
dari Kayu, Bambu atau Rotan

47867 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Alat Kebersihan

47869 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya

47871 | Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
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Kertas, Karton dan Barang dari Kertas

47872

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Alat Tulis Menulis dan Gambar

47873

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Hasil Pencetakan dan Penerbitan

47874

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Alat Olahraga dan Alat Musik

47875

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya

47876

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Mesin Kantor

47877

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Peralatan Komunikasi

47879

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Campuran Ketas, Karton, Barang dari Kertas,
Alat Tulis Menulis, Alat Gambar, Hasil
Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya

47881

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Barang Kerajinan

47882

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Mainan Anak-anak

47883

Perdagangan Kaki Lima dan Los Pasar
Lukisan

47893

Perdaga ceran Kaki Lima dan Los Pasar

Baranga

47894

Perd&@a‘n Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
a ekas Perlengkapan Rumah Tangga

47895

gangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Batang Perlengkapan Pribadi Bekas

47896

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Barang Listrik dan Elektronik Bekas

47897

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Barang Bekas Campuran

47899

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
Barang Lainnya

47911

Perdagangan Eceran melalui Media untuk
Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau,
Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat
Laboraturium

47912

Perdagangan Eceran melalui Media untuk
Komoditi Tekstil, Pakaian, ,Alas Kaki dan
Barang Keperluan Pribadi

47913

Perdagangan Eceran melalui Media untuk
Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan
Perlengkapan Dapur

47914

Perdagangan Eceran melalui Media untuk
Barang Campuran Sebagaimana tersebut dalam
47911 s.d 47913

47919

Perdagangan Eceran melalui Media untuk
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berbagai macam Barang Lainnya

47920 | Perdagangan Eceran atas dasar balas jasa (fee)
atau kontrak

47991 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan
dari Hasil Pertanian

47992 | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi
Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil
Industri Pengolahan

47993 | Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia,
Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboraturium

47994 | Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian,
Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi

47995 | Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan
Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur

47997 | Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang
dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat
Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan
Komputer

47998 | Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan,
Mainan Anak-anak dan Lukisan

52101 | Pergudangan dapn Penyimpanan

52109 | Pergudangan (mnyimpanan Lainnya
52102 | Aktivitas Co Nage

77400 | Sewa Gun aha Tanpa Hak Opsi Intelektual
Properti, Bukan Karya Hak Cipta

68111 Real&t@e‘yang dimiliki sendiri atau disewa

47111 | Pe ahgan Eceran berbagai macam barang

utamanya Makanan, Minuman atau
Tetnbakau di Minimarket/ Supermarket/
Hypermarket

47191 | Perdagangan Eceran berbagai macam barang
yang utamanya Bukan Makanan, Minuman
atau Tembakau di Toserba (Departemen Store)

47221 | Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol

BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

: 39 TAHUN 2025

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA

NO SEKTOR PERIZINAN

PERIZINAN BERUSAHA

1. KESEHATAN

V

Sertifikat standar penetapan
penyelenggaraan UTD kelas Pratama di
RS Pemerintah (tidak melalui OSS)

Sertifikat standar penetapan
penyelenggaraan UTD kelas madya di RS
Pemerintah (tidak melalui OSS)

Label pengawasan/pembinaan tempat
pengelolaan pangan di Kota

Pengolahan Pangan Industri Rumah
Tangg T)

N

Sertifikat\aik higiene sanitasi di wilayah
Settifi aik sehat di wilayah

asi Pemenuhan komitmen
P ksi pangan olahan industri rumah
“efhgga (SPP-IRT)

2. KELAUTAN dan PERI

Surat izin perikanan

3. PERDAGANGAN

Tanda daftar gudang

Surat keterangan penjual langsung
minum beralkohol golongan B dan C
(SKPL-B Dan SKPL-C)

Surat tanda pendaftaran waralaba bagi
penerima waralaba berasal dari waralaba
luar negeri

Surat tanda pendaftaran waralaba bagi
penerima waralaba lanjutan berasal dari
waralaba luar negeri

Surat tanda pendaftaran waralaba bagi
penerima waralaba lanjutan berasal dari
waralaba dalam negeri

4. PERHUBUNGAN

Persetujuan hasil Analisis Dampak lalu
lintas (ANDALALIN)

Sertifikat Standar pemutakhiran 2 (dua)
tahunan

5. PERTANIAN

Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan
Paramedik Veteriner (Praktik Dokter

Hewan untuk Warga Negara Indonesia)
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Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan
Paramedik Veteriner (Praktik Dokter
Hewan untuk Warga Negara Asing)

Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan
Paramedik Veteriner (pelayanan
paramedik veteriner)

Sertifikat cara bidi daya ternak yang baik

Sertifikat cara Pembibitan Ternak yang
baik

Registrasi PSAT Produksi dalan Negeri
usaha kecil (PSAT-PDUK)

6. PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Paramedik Veteriner (Praktik Dokter
Hewan untuk Warga Negara Asing)

Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan
Paramedik Veteriner (pelayanan
paramedik veteriner)

Sertifikat cara budidaya ternak yang
baik

Sertifikat cara Pembibitan Ternak yang
baik

ttd

DEDI IRAWAN
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA

DAN PELAYANAN NON PERIZINAN

1. IZIN USAHA

0 % N ok b=

N N N N N N N R R R H H H = H =
S G A DON 2OV ®ONO TR RN = O

Izin Usaha Toko Obat Moderen;

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
Tanda Daftar Gudang;

Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

Sertipikat Produksi Pangan Iand i, Rumah Tangga;
Laik Hygiene Depot Air Isi

Izin Laik Hygiene Ru aIW\ian / Restoran;

Laik Hygiene Jasa ;%Oatering;

Laik Hygiene Maksg Jajanan;

Laik Hygiene Perhotelan;

Laik Hygiene Pest Control/Pestisida;

Izin Terdaftar Penyehat Tradisional,

Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Pratama;
Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Utama;

Izin Toko Alat Kesehatan;

Izin Pendidikan Anak Usia Dini;

Izin Lembaga Pelatihan Kerja;

Izin Pendidikan Non Formal / Kursus dan Pelatihan;
Izin Usaha Industri Kecil;

Izin Usaha Industri Menengah / Besar;

Izin Perluasan Usaha Industri;

Izin Usaha Kawasan Industri;

Izin Perluasan Kawasan Industri;

Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;

Tanda Pendaftaran Waralaba;
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27. Izin Tempat Pemotongan Hewan;

28. Persetujuan Lingkungan,;

29. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air
permukaan;

30. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke formasi tertentu;

31. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Laut;

32. Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu;

33. Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke
tanah;

34. Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi;

35. Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten/Kota;

36. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3;

37. Izin Usaha Simpan Pinjam;

38. Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan;

39. Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum;

40. Izin Trayek;

41. Izin Usaha Perikanan Budiday. %

42. Izin Kapal Pengangkut Ika@

43. Izin Tempat Penampun ar& erja Migran;

44. Izin Usaha Lembaga&ur Pekerja Rumah Tangga Antar Kerja

Lokal, C—z

45. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja
Lokal,

46. Izin Unit Transfusi Darah Rumah Sakit;

47. Izin Salon Kecantikan;

48. Izin Mendirikan Rumah Sakit type C dan D;

49. Izin Operasional Rumah Sakit type C dan D;

50. Izin Usaha Spa;

51. Izin Usaha Veteriner;

52. Izin Usaha Walet;

53. Izin Pengelolaan Hasil Perkebunan;

54. Izin Kepemilikan Gergaji Rantai/ Chain Sau;

55. Izin Rekomendasi Pengumpulan/Penumpukan Bukan Kayu (Rotan);

56. Izin Rekomendasi Pengumpulan/Penumpukan Kayu (Panglong);

S7. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu /Sawmill;

58. Izin Produksi Pupuk Organik Bagi Perorangan/Badan Hukum;

59. Izin Mendirikan Laboratorium Kesehatan/Klinik Laboratorium;
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2.

60. Izin Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Tertentu;
61. Izin Operasional Puskesmas;

62. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,;

63. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;

64. Izin Apotek;

65. Izin Penyelenggaraan Optikal;

IZIN PER SETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Sederhana;

2. Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Tidak Sederhana;

3. Izin Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

4. Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Desain Prototipe;

S. Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Penyesuaian Desain
Prototipe;

6. Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Ketentuan Pokok Tahan
Gempa;
Izin Persetujuan Bangunan Ge %G) Kepentingan Umum;
Izin Persetujuan Bangu %ﬂg (PBG) Kepentingan Umum
dengan Pertelaan; \

9. Izin Persetujuan B M Gedung (PBG) Kepentingan Umum
Bertahap; v

10. Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kolektif;

11. Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Prasarana;

12. Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Fungsi Campuran;

13. Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Eksisting (Penerbitan
Baru);

14. Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Eksisting (Perpanjangan);

15. Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Eksisting (Administratif);

16. Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Eksisting (Cagar Budaya);

17. Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Eksisting (Renovasa);

3. IZIN MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

1.
2.
3.

Surat Izin Akupunktur;
Surat Izin Akupunktur Level 5;
Surat Izin Akupunktur Level 6;
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4. Surat Izin Apoteker;

5. Surat Izin Apoteker Spesialis;

6. Surat Izin Audiologis;

7. Surat Izin Audiologis Level 5;

8 Surat Izin Bidan Profesi;

9 Surat Izin Bidan Vokasi;

10. Surat Izin Bidan Vokasi Level 5;

11. Surat Izin Bidan Vokasi Level 6;

12. Surat Izin Dietisien;

13. Surat Izin dokter;

14. Surat Izin dokter gigi;

15. Surat Izin dokter gigi internship;

16. Surat Izin dokter gigi spesialis;

17. Surat izin dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial;
18. Surat izin dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak;
19. Surat izin dokter gigi spesialis konservasi gigi;

20. Surat izin dokter gigi spesialis odontologi forensik;

21. Surat izin dokter gigi spesialis ortedo
22. Surat izin dokter gigi spesiali% gi mulut dan maksilofasial;
ya

23. Surat izin dokter gigi spes'ah\ kit mulut;
24. iZi igi Meriodonsia;

26. Surat izin dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi;

27. Surat izin dokter internship;

28. Surat izin dokter spesialis;

29. Surat izin dokter spesialis akupuntur medik;

30. Surat izin dokter spesialis anak;

31. Surat izin dokter spesialis andrologi;

32. Surat izin dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif;
33. Surat izin dokter spesialis bedah;

34. Surat izin dokter spesialis bedah anak;

35. Surat izin dokter spesialis bedah plastik dan rekonstruksi estetik;
36. Surat izin dokter spesialis bedah saraf;

37. Surat izin dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular;
38. Surat izin dokter spesialis dermatologi dan venereologi;

39. Surat izin dokter spesialis emergensi medisin;

40. Surat izin dokter spesialis farmakologi klinik;

41. Surat izin dokter spesialis forensik dan medikolegal;
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42. Surat izin dokter spesialis gizi klinik;

43. Surat izin dokter spesialis jantung dan pembuluh darah;

44. Surat izin dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik;
45. Surat izin dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer;
46. Surat izin dokter spesialis kedokteran nuklir dan teranostik molekuler;
47. Surat izin dokter spesialis kedokteran okupasi;

48. Surat izin dokter spesialis kedokteran olahraga;

49. Surat izin dokter spesialis kedokteran penerbangan;

50. Surat izin dokter spesialis kelautan;

51. Surat izin dokter spesialis mata;

52. Surat izin dokter spesialis mikrobiologi klinik;

53. Surat izin dokter spesialis neurologi;

54. Surat izin dokter spesialis obstetri dan ginekologi;

55. Surat izin dokter spesialis onkologi radiasi;

56. Surat izin dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi;

S7. Surat izin dokter spesialis parasitologi klinik;

58. Surat izin dokter spesialis patologi anatomi;

59. Surat izin dokter spesialis patologi %

60. Surat izin dokter spesialis penpyakit\dalam;

61. Surat izin dokter spesialis,EsX i

62. Surat izin dokter spesia onologi dan kedokteran respirasi;

63. Surat izin dokter spesi adiologi;

64. Surat izin dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala dan
leher;

65. Surat izin dokter spesialis urologi;

66. Surat izin elektromedis;

67. Surat izin elektromedis level 5;

68. Surat izin elektromedis level 6;

69. Surat izin elektromedis level 8;

70. Surat izin entomolog kesehatan;

71. Surat izin entomolog kesehatan level 5;

72. Surat izin entomolog kesehatan level 6;

73. Surat izin epidemiolog kesehatan;

74. Surat izin epidemiolog kesehatan level 5;

75. Surat izin epidemiolog kesehatan level 6;

76. Surat izin epidemiolog kesehatan level 7;

77. Surat izin fisikawan medik;

78. Surat izin fisioterapis;
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79. Surat izin fisioterapis level 5;

80. Surat izin fisioterapis level 6;

81. Surat izin ners;

82. Surat izin ners spesialis keperawatan anak;

83. Surat izin ners spesialis keperawatan gawat darurat kritis;
84. Surat izin ners spesialis keperawatan geriatri;

85. Surat izin ners spesialis keperawatan jiwa;

86. Surat izin ners spesialis keperawatan kardiovaskuler;
87. Surat izin ners spesialis keperawatan komunitas;

88. Surat izin ners spesialis keperawatan maternitas;

89. Surat izin ners spesialis keperawatan medikal bedah;
90. Surat izin ners spesialis keperawatan onkologi;

91. Surat izin nutrisionis;

92. Surat izin nutrisionis level 5;

93. Surat izin nutrisionis level 6;

94. Surat izin nutrisionis level 8;
95. Surat izin optometris;
96. Surat izin optometris level 5; %
97. Surat izin optometris level 6; @
98. Surat izin ortotik prostetik; \

S5;

level 6;;

99. Surat izin ortotik proste

100. Surat izin ortotik pr
101. Surat izin ortotik prostetik level 7;

102. Surat izin pembimbing kesehatan kerja;

103. Surat izin pembimbing kesehatan kerja level 7

104. Surat izin penata anestesi;

105. Surat izin penata anestesi level 5;

106. Surat izin penata anestesi level 6;

107. Surat izin perawat vokasi;

108. Surat izin perawat vokasi level S;

109. Surat izin perawat vokasi level 6;

110. Surat izin perekam medis dan informasi kesehatan level 5;
111. Surat izin perekam medis dan informasi kesehatan level 6;
112. Surat izin perekam medis dan informasi kesehatan;

113. Surat izin psikologi klinis;

114. Surat izin radiografer;

115. Surat izin radiografer level 5;

116. Surat izin radiografer level 6;
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117. Surat izin radiografer level 8;

118. Surat izin refraksionis optisien;

119. Surat izin teknisi gigi;

120. Surat izin teknisi gigi level 5;

121. Surat izin teknisi kardiovaskuler;

122. Surat izin teknisi kardiovaskuler level 5;

123. Surat izin teknisi pelayanan darah;

124. Surat izin teknisi peldayanan darah level 5;

125. Surat izin tenaga administratif dan kebijakan kesehatan;

126. Surat izin tenaga kesehatan masyarakat;

127. Surat izin tenaga kesehatan masyarakat level 7;

128. Surat izin tenaga kesehatan tradisional interkontinental;

129. Surat izin tenaga kesehatan tradisional interkontinental level 6;
130. Surat izin tenaga kesehatan tradisional keterampilan;

131. Surat igzin tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional;

132. Surat izin tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional level 5;
133. Surat izin tenaga kesehatan tradision engobat tradisional level 6;
134. Surat izin tenaga kesehatan tradisi %ﬂ\uan jamu level 5;

135. Surat izin tenaga kesehatan t@ ramuan atau jamu,

136. Surat izin tenaga promosike an dan ilmu perilaku;

137. Surat izin tenaga prom '&atan dan ilmu perilaku level 5;

138. Surat izin tenaga pr Q?sehatan dan ilmu perilaku level 6;
139. Surat izin tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku level 7;
140. Surat izin tenaga sanitasi lingkungan;

141. Surat izin tenaga sanitasi lingkungan level 5;

142. Surat izin tenaga sanitasi lingkungan level 6;

143. Surat izin tenaga teknologi laboratorium medik;

144. Surat izin tenaga teknologi laboratorium medik level 5;

145. Surat izin tenaga teknologi laboratorium medik level 6;

146. Surat izin tenaga vokasi analis farmasi dan makanan level 5;
147. Surat izin tenaga vokasi farmasi;

148. Surat izin tenaga vokasi farmasi level 5;

149. Surat izin tenaga vokasi farmasi level 6;

150. Surat izin terapis gigi dan mulut;

151. Surat izin terapis gigi dan mulut level 5;

152. Surat izin terapis gigi dan mulut level 6;
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153.
154.
155.
156.
157.
158.

Surat izin terapis okupasional;

Surat izin terapis okupasional level 5;
Surat izin terapis okupasional level 6;
Surat izin terapis wicara;

Surat izin terapis wicara level 5;
Surat izin terapis wicara level 6;

4. IZIN SICANTIK

gk e

Izin Peletakan Titik Reklame;
Izin Pertukangan Gigi;
Izin Praktik Dokter Hewan;

Izin Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;

Izin Survey dan Penelitian;

5. NON PERIZINAN

1.
2.

Izin Reklame;

Pencabutan Izin Praktik Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis.

BUPATI PESISIR BARAT,
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